SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 123 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a bahwa untuk menjamin keseragaman dan mempelancar
pelaksanaan penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban
dan larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur Petunjuk
Teknis Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Calon Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom  Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daecrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Provinsi.

Unit Pelaksanan Teknis Kerja yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Pegawai Negeri
Sipil Pusat dan/atau daerah lainnya dengan status Dipekerjakan/
Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
menaati kewajiban dan menghadiri larangan yang ditentukan dalam
peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila
tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang
tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS.

Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa
keberatan atau banding administratif.

Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
Banding administratil adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh
PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan penyelesaian pelanggaran disiplin PNS di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB Il
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

Setiap PNS Wajib :

a.
b.

mengucapkan sumpah/janji PNS;
mengucapkan sumpah/janji jabatan;
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setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah;

menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

mengutamakan Kkepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan;

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah
harus dirahasiakan;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara;

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di
bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya;

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

membimbing bawahan dalam melaksanakan rugas;

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 4

Setiap PNS dilarang :

a.

b.

C.

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang
lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan
barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat
berharga milik negara secara tidak sah;

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara;

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
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bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
’

$:i?gk1?£22 g?u::: tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat
| U4 mempersulit salah satu pihak i i i

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ’ YonE, claymnl sehinges

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaki
' ilan Daerah, at D i
Rakyat Daerah dengan cara: w Tevan Perwaldian

1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. menjadi peserta kampanye den ' 1
! gan menggunakan atribut partai ata
atribut PNS; e P st
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
4.

sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

l. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat;

memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat

dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan

Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

dengan cara:

1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerabh;

2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;

3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepagla keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, h1mba1{an, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Setiap PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
dan Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.
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N Baglon Kedun
Fingknt dan Jenis Huluman Diniplin

- Panil 6
Fingkot hulcoman diniplin terdir tarl;

o hadaamaon disiplin ringan;
b, hukeoman disiplin nedang; dan
¢ hulcaman disiplin berat,

.IJ::nIiin Ih;lkumnn diniplin ringnn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
erdirl dari:

o, teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

¢, pernyatnan tidak puas secara tertulis,

Jenis hukuman disiplin sedang sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari:

a. penundann kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

¢. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

terdiri dari:

a.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,

BAB IV
TATA CARA PEMANGGILAN dan PEMERIKSAAN
Bagian Kesalu

Umum

Pasal 7
Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa
lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat
ain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemcriksa.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang
bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang
bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui
dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.
Pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan
teliti dan obyektif, schingga pejabat yang berwenang menghukum dapat
mempertimbangkan dengan scksama tentang jenis hukuman disiplin yang
akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan.
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Bagian Kedua
Pemanggilan
Pasal 8
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis
untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pemeriksaan,
Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang
scharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama
dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk
menyampaikan dan diterimanya surat panggilan,
Apabila pada tanpggal pemeriksaan vyang ditentukan dalam surat
pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat
yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan
alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Contoh:

Sdr. Ariel Syahroni, S.Kom., jabatan fungsional Pranata Komputer Pertama,
pangkat Penata Muda golongan ruang [lI/b, diduga melakukan pelanggaran
disiplin. Untuk mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang diduga
dilakukan, Sdr. Aricl Syahroni dipanggil oleh atasan langsungnya secara
tertulis pada tanggal 6 Oktober 2010 untuk hadir dalam pemeriksaan pada
tanggal 14 Oktober 2010, tetapi Sdr. Ariel Syahroni tidak hadir pada tanggal
14 Oktober 2010, maka pada tanggal 14 Oktober 2010 atasan langsungnya
melakukan pemanggilan kedua secara lertulis kepada Sdr. Ariel Syahroni
untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2010,

Apabila pada tanggal 22 Oktober 2010 pemeriksaan pemanggilan kedua Sdr.
Ariel Syahroni tidak juga hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum

menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Pasal 9
Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa
mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-
bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.
Pemeriksaan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan
pemeriksa.
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PNS vang diduga melakukan pelanggaran  disiplin yang kewenangan
p::nja.tuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Presiden dan PNS yang
diduga melakukan pelanggaran disiplin yang pemeriksaannya menjadi
kcwenfmgan PPK  atau  Gubernur sebagai atasan langsungnya,
pemeriksaannya dilakukan oleh PPK atau Gubernur yang bersangkutan.
Unmk. mempercepat  pemeriksaan, PPK  atau  Gubernur  dapat
memerintahkan pejabat di bawahnya dalam lingkungan kekuasaannya
untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS vang diduga melakukan
pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan
untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku
jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa. Surat perintah untuk
melakukan pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

PNS vang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib
menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.
Apabila PN8 yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang
bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan
kepadanya.

Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak
menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan
bukt-bukti yang ada.

Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan
kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung terscbut
wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan

secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan, laporan kewenangan

penjatuhan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh scbagaimana

tercantum dalam Lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh : Sdr. Abdul Durahman, pangkat Pengatur golongan ruang Il/c
fungsional umum, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin.
Setelah diperiksa oleh atasannya Kepala Scksi (eselon [V.a),
ternyata hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat sedang.

b.

Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan hukuman
disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Kepala Bidang (eselon lll.a)
atau pejabat yang lebih tinggi, maka Kepala Seksi tersebut membuat laporan
hasil pemeriksaan kepada Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi
disertai dengan berita acara pemeriksaannya.

Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi, sebelum menjatuhkan

hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, dapat meminta
keterangan dari orang lain.
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zpabga terdap\at péeplanggamn disiplin yang ancaman hukumannya sedang
an berat maka PPK atau pejabat yane ditun: i
e pej yang ditunjuk dapat membentuk Tim

ang terdiri dari atasan langsun

. : atass g, unsur pengawasan, dan unsur
kepega\vmnn atau pejabat lain yang ditunjuk.

Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam
pelanggaran tersebut, maka

i yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah
atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
c.

paling kurang 1 (satu) orang anggota.

Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau
memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses
pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang
dilakukan seorang PNS, pembentukan Tim Pemeriksa dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh : Sdr. Jayusman, pangkat Penata Muda golongan ruang 111/a, diduga
telah melakukan pelanggaran disiplin, yang ancaman hukumannya berupa
hukuman disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK dapat membentuk Tim
Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, Inspektorat, BKD, atau
pejabat lain yang ditunjuk.

Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan
dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, atasan langsung,

tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta
keterangan dari orang lain.

Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin

tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan
langsungnya sejak yang Dbersangkutan diperiksa sampai dengan
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Keputusan pembebasan
sementara dari tugas jabatannya, dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,
maka selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH).

PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja

dan diberikan hak-hak kepegawailannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Contoh : Sdr. Dedy Putra, S.E., pangkat Penata Muda Tk. | golongan ruang

I1I/b, Jabatan Kepala Seksi (eselon IV.a). Yang bersangkutan diduga telah

melakukan pelanggaran disiplin dan ancaman hukumannya berupa
hukuman disiplin berat.

Dalam hal demikian, untuk memperlancar pemeriksaan, atasan
langsungnya yaitu pejabat struktural eselon Ill.a dapat membebaskan



(17)

(18)

(19)

(20)

(1)

(2)

(3)

(4)

ek i, yang bersangkutan masih tetap masuk
penghasilan serta tunjangan jabatan,

A.p:.lbi'la E}tasan langsung dari PNS yang didu
disiplin tidak ada ataupun terjadi kekosongan
Sementara dari tugas jabatann
atau secara berjenjang,

B.erlta acarz.t pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau
Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila ada isi berita acara
pemeriksaan itu yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai
dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa
dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara
pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani
oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara
pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani
berita acara pemeriksaan. Walaupun PNS yang diperiksa tidak bersedia
untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, tetap dijadikan
sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara
pemeriksaan.

ga melakukan pelanggaran
_ » maka untuk pembebasan
ya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan

untuk:

a. Memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak
mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang; dan

b. Tindakan preventif agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran
disiplin.

Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan menjatuhkan

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempelajari

dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-
faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan
pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut. -

Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi faktor-

faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelfmggaran

disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan
berbeda. o ) )

PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, hams: dijatuhi

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.



(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

Tingkat dan jenis hukuy S«
berjenjang. man disiplin yang dijatuhkan tidak h

yang berwenan
arena pejabatnya berhalan
an  tersebut,

jat?atan yang lowong k
Pejabat untuk jabat

organisasi, maka kcwenangan me
kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
Dalam hal PNg yang dipekerjakan atau dj

aka jj i isipli
N djatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya,

Pimpinan Instans; atau K i
epala Perwakilan men k i
hukuman disiplin kepada siter o

PPK instansi induknya disertai .
: r
pemeriksaan. Y tai berita acara

Penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi wewenang Presiden diusulkan
oleh PPK dan tembusannya

disampaikan kepada Badan Pertimbangan
kan:

g menghukum misalnya
’ gan tetap, belum diangkat
a-tau tdak terdapat dalam struktur
njatuhkan hukuman disiplin menjadi

perbantukan di lingkungannya

Kepegawaian dengan melampir
a. berita acara pemeriksaan;

b. bukti-bukti pelanggaran disiplin; dan
c. bahan-bahan lain yvang diperlukan.

Bagian Kedua
Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 11

Dalam menentukan jenis hukuman disiplin haruslah dipertimbangkan
dengan seksama agar hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
Contoh:
Seorang PNS telah melakukan penggelapan barang-barang milik Negara
berupa alat tulis kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi dan terbukti
melanggar Pasal 3 angka 13 yang pelanggarannya berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan. Sehingga oleh pejabat yang berwenang
menghukum dapat dijatuhkan hukuman disiplin sedang. Dengan demikian,
berdasarkan hasil pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum
maka:

a. apabila yang bersangkutan baru pertama kali melakukan pcrb.uatan
tersebut dan terpaksa melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang
mendesak, maka pejabat yang berwenang menghukum men_jatuhkaﬁ
hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun. -

b. apabila yang bersangkutan melakukanny'a' karena untuk mencari
keuntungan pribadi atau memperkaya diri, maka daplat diberikan
hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaa:} kenalkaz? pangkat
selama 1 (satu) tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah

u) tahun.
PNSSC)I,:;I; Léigzs]arkan hasil pemeriksaan tern}ratg’ mel;lakukan bebe.rap:zf
isipli hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis
pelanggaran disiplin, kepadanya y P . . emua
hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Contoh: '
Sdr. Drs. Sugihjaya, Penata Muda Tingkat I golongan ruang Il1/b, jabatan
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Kepala Subbagian (eselon IV.a), Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa
keterangan yang sah selama 8 (delapan) hari kerja yang menurut ketentuan
PP Nomor 53 Tahun 2010 harus dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran
tertulis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya ternyata di
samping tidak masuk kerja, juga terbukti melakukan pelanggaran disiplin
berupa melakukan perceraian dengan istri tanpa izin dari pejabat yang
berwenang yang menurut ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor
45 Tahun 1990 harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat.

Dalam hal demikian, PNS tersebut dijatuhi salah satu jenis hukuman
disiplin tingkat berat dengan tetap mempertimbangkan tidak masuk
kerjanya.

(3) PNS vyang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan
pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman
disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah
dijatuhkan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin

tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang
berbeda.

Contoh:

Sdri. Susiana, S.H., golongan ruang IlI/b pada tahun 2009 melakukan
pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
yang berdampak negatif terhadap unit kerja. Yang bersangkutan telah
dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis.

Kemudian pada tahun 2010 yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang
sama. Dalam hal demikian, Sdri. Susiana, S.H., harus dijatuhi hukuman

disiplin yang lebih berat yaitu berupa pernyataan tidak puas secara tertulis
oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Ketiga
Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pasal 12
Urutan penjatuhan hukuman disiplin :
a. Teguran Lisan
1) Jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa teguran lisan, harus

disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.

b. Teguran Tertulis
1) Jenis hukuman disiplin berupa teguran tertulis ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2) Dalam keputusan hukuman teguran tertulis, harus disebutkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
1) Jenis hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum,



K]

dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas

secara tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh PNS yang bersangkutan.

Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama [ (satu) tahun

1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama
1 (satu) tahun, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang
menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tecantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

2) Jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala
ditetapkan untuk selama 1 (satu) tahun.
3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji

berkala selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan,

4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk kenaikan
gaji berkala berikutnya.

Contoh 1:

Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat 1 golongan ruang
IV/b, Kepala Bagian Umum (eselon Ill.a). Pada tanggal 1 Juli 2010 yang
bersangkutan baru memperoleh kenaikan gaji berkala (KGB) dengan

masa Kkerja 18 tahun 00 bulan dengan gaji pokok sebesar
Rp.2.667.900,00.

Terhitung mulai tanggal 1 September 2010 dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang berupa penundaan KGB selama 1 (satu) tahun,Dalam hal

demikian, maka KGB yang seharusnya diberikan mulai 1 Juli 2012, baru
dapat dipertimbangkan terhitung mulai 1 Juli 2013.

Yang bersangkutan dari bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013,
masih menerima gaji pokok lama.

Contoh 2:

Sdr. Kurniawan, S.E., M.M., pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
IV/b, Kepala Bagian Umum (eselon Iil.a). Seharusnya pada tanggal 1
November 2010 akan mendapatkan kenaikan gaji berkala dengan masa
kerja 18 tahun 00 bulan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.667.900,00.
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010, dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan
kenaikan gaji berkala berikutnya terhitung mulai tanggal 1 November
2011.

Yang bersangkutan dari bulan November 2010 sampai dengan Oktober
2011, masih menerima gaji pokok lama.

Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun

1) Jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan
dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

c.




2)

3)

4)
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penundaan kenaikan pangkat,

Jenis hukuman disiplin yang berupa -
hitung mulai tanggal

ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun, ter
kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat, tidak dihitung untuk
masa kerja kenaikan pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Drs. Badrun, jabatan fungsional umum, pangkat Penata Muda,
golongan ruang Ill/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2007.Pada tz?qggfil
12 Nopember 2010, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin
berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk kenaikan pangkat
regulernya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang 11/b
seharusnya dapat dipertimbangkan terhitung mulai tanggal 1 April 2011,
karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan
kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, maka kenaikan pangkat
menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang 11I/b baru dapat
dipertimbangkan terhitung mulai tanggal 1 April 2012 dan kenaikan
pangkat berikutnya menjadi Penata golongan ruang IlI/c baru dapat
dipertimbangkan untuk periode 1 April 2016.

Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan
pangkat, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS
yang bersangkutan.

Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun

1)

2)

3)

4)

Jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini,

Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama

] (satu) tahun harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh PNS yang bersangkutan.

Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka
pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada
pangkat yang semula.

Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama [ (satu) tahun tidak dihitung sebagal masa
kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat
dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu)
tahun setelah kembali pada pangkat semula.

Contoh 1:

Sdr. Andri Subono, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang
III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dengan masa kerja 4 tahun 2
bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi
hulkumaln( disi;alinh berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun TMT 1 i
September 2011. Dalam hal diflflfil:::ﬂjki?m P chnee feriggpl?
a) TMT 1 Oktober 2010 Sdr. Andri Subono, S.E., pangkatnya turun dari
Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata Muda
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golongan ruang IllI/a dengan gaji pokoknya turun dari
Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830. 100,00.
b) TMT I Oktober 2011, pangkatnya kembali menjadi Penata Mt-Jde%
Tingkat I golongan ruang III/b dan gaji pokoknya kembali menjadi
Rp.1.907.500,00.
¢) TMT 1 April 2015 kenaikan pangkatnya
dari Penata Muda Tingkat I golongan T
golongan ruang Ill/c apabila sesuai dengan pera
undangan.

baru dapat dipertimbangkan
uang IlI/b menjadi Penata
turan perundang-

Contoh 2:
Qdr. Sulaeman, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang

111/b terhitung mulai tanggal I Oktober 2006 masa kerja 4 tahun 9“bular}
dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. yang bersangkutan dijatuhi
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan 9 Agustus

2011. Dalam hal demikian maka:

a) TMT 1 September 2010 pangk
Penata Muda Tingkat [ golonga
golongan ruang lll/a dengan gaji pokok turun
menjadi Rp.1.830.100,00.

b) TMT 1 September 2011, pangkatnya
Tingkat I golongan ruang III/b dan gaji po
Rp.1.907.500,00.

c) TMT 1 Oktober 0012 kenaikan pangkatnya baru dapat
dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b
menjadi Penata golongan ruang Ill/c apabila sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

at Sdr. Sulaeman, S.E., turun dari
n ruang llI/b menjadi Penata Muda
dari Rp.1.907.500,00

kembali menjadi Penata Muda
koknya kembali menjadi

Penurunan Pangkat Setingkat Iebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun.

1)

2)

3)

4)

9)

Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat ditetapkan
setingkat Iebih rendah untuk selama 3 (tiga) tahun.

Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat Iebih rendah berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun harus
disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.

Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat Iebih
rendah selama 3 (tiga) tahun selesai, maka pangkat PNS yang
bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula.
Ma§a kerja lsclama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat
sctllngkat Iebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dihitung sebagai masa
k?l"‘]a lkenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat
dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu)
tahun setelah kembali pada pangkat semula.



16

Contoh 1 :

Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat | golongan
ruang /b terhitung mulai tanggal 1 April 2010 masa kerja 4 tahun 3
bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9
Agustus 2013. Dalam hal demikian maka:

a) TMT 1 September 2010 Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkatnya

1)

2)

3)

turun dari Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang Il[/b menjadi

Penata Muda golongan ruang Iil/a dengan gaji pokoknya turun dari
Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.100,00.

b) TMT 1 September 2013, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda
Tingkat 1 golongan ruang IlI/b dan gaji pokoknya kembali menjadi
Rp.1.907.500,00.

c¢) TMT 1 April 2017 kenaikan pangkatnya baru dapat dipertimbangkan
dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang IlI/b menjadi Penata
golongan ruang Ill/c apabila memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan.

Contoh 2 :

Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., pangkat Penata Muda Tingkat I golongan
ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 masa kerja 4 tahun 9
bulan dengan gaji pokok Rp.1.907.500,00. Yang bersangkutan dijatuhi
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun TMT 10 Agustus 2010 sampai dengan 9 Agustus
2013. Dalam hal demikian maka :
a) TMT 1 September 2010 pangkat Sdr. Jeffry Woworuntu, S.E., turun
dari pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang IlI/b menjadi
Penata Muda golongan ruang IIl/a dengan gaji pokok turun dari
Rp.1.907.500,00 menjadi Rp.1.830.100,00.
TMT 1 September 2013, pangkatnya kembali menjadi Penata Muda
Tingkat 1 golongan ruang III/b dan gaji pokoknya kembali menjadi
Rp.1.907.500,00.
¢) TMT 1 Oktober 2014 kenaikan pangkatnya baru dapat
dipertimbangkan dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang lil/b

menjadi Penata golongan ruang lil/c apabila memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan.

b)

Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang lebih

rendah dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan
jabatan yang ditentukan.

Jenis hukuman disiplin yang berupa pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang menghukum dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Dalam surat keputusan hukuman disiplin tersebut, harus disebutkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
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P

_::)l:thams S€gera menetapkan ke
]e an ban.J yang telah ditent
PCTSyaratan jabatan serta harus

Tunjangan j
N Jabatan re
ditetapk yang lama d

putusan tentang pengangkatan dalam
ukan scsuai dengan kompetensi dan
segera dilantik dan diambil sumpahnya
thentikan mulai bule i al
. an berikutnya sejak
ya keputusan hukuman disiplin beru ' n dal
rangka penuruna : _ pa pemindahan dalam
PNS yang di an chlbatan setingkat Iebih rendah.
penumnai _ gawhl }?ukuman disiplin pemindahan dalam rangka
berdasarkar:a' Etin St;tlngkat lebih rendah, diberikan tunjangan jabatan
Jabatan baru yang didudukinya sesuai
Sertniding- undangan, y uai ketentuan peraturan
PNS yang dij'atuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka
c1:\;21‘&11'}111&11 jabatan struktural setingkat lebih rendah, baru dapat
11pertlmbzmgl{an kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat
Da(lsam) tahun setelah yang bers_angkutan dijatuhi hukuman disiplin.
am waktu 1 (satu) tahun, dianggap sudah cukup untuk menilai
apakah yang bersangkutan sudah dapat dipercaya atau belum untuk
mendt.ldukl SeSl..latL.l jabatan lain. Pengangkatan kembali dalam jabatan
satu tingkat Iebih tinggi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
Penurunan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional

tertentu

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih rendah, tetap
menduduki pangkat sebelum diturunkan jabatannya.

PPK harus segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam
jabatan baru yang telah ditentukan.PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional tertentu
setingkat lebih rendah, diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan

baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Jumlah angk
dimiliki oleh PNS yang bersangkutan.

PNS tersebut dapat dipertimbangkan diangkat kembali dalam jabatan
semula paling singkat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan dijatuhi
hukuman disiplin sesual peraturan perundang-undangan dengan
menggunakan angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan dari

jabatannya.

Angka kredit yang
yang diduduki setel
kenaikan pangkat atau ja
yang semula.

Kenaikan jabatan setingkat le
diangkat kembali dalam jabatan semula,
apabila paling singkat 1 (satu) tahun.
Contoh :

Sdr. Dian Supardi,
Penata Tingkat I gol

a kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya, tetap

erja dalam jenjang jabatan
diperhitungkan untuk
kembali dalam jabatan

diperoleh dari prestasi k
ah diturunkan jabatannya,
batan setelah diangkat

bih tinggi setelah yang bersangkutan
baru dapat dipertimbangkan

Kepegawaian Muda pangkat

3.S0s., jabatan Analis
ka kredit 300. Yang

ongan ruang 11I/d dengan ang
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bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
TMT 9 November 2010, Dalam hal demikian, maka :
a) Sdr. Dian Supardi S.Sos., pangkat Penata Tingkat 1 golongan ru_ang'
1lI/d jabatannya diturunkan dari Analis Kepegawaian Muda menjadi
Analis Kepegawalan Pertama dengan angka kredit tetap 300. -
b) Sdr. Dian Supardi S.Sos., diberikan tunjangan jabatan fungsional
Analis Kepegawaian Pertama. ‘
¢) Sdr. Dian Supardi S.Sos., dapat diangkat kembali ke jabatan Analis
Kepegawaian Muda dengan ketentuan sebagai berikut: ) .
1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi
hukuman disiplin;

2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman
disiplin yaitu 300 angka kredit; dan

3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan. .

d) Selama menduduki jabatan Analis Kepegawaian Pertama, Sdr. Dian
Supardi S.Sos., memperoleh angka kredit SO.

e) Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Analis
Kepegawaian Muda, Sdr. Dian Supardi S.Sos.,memperoleh angka
kredit 55.

f) Dalam hal demikian, Sdr. Dian Supardi S.Sos., dapat
dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Analis Kepegawaian
Madya dengan angka kredit 405 yang berasal dari:

1) angka kredit terakhir yaitu 300;
2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan
fungsional Analis Kepegawaian Pertama yaitu 50;

3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam
jabatan fungsional Analis Kepegawaian Muda yaitu 55.

Pembebasan Dari Jabatan

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan ditetapkan
dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan,
harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.

Selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masih tetap
menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan.

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

J enis_hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS ditetapkan dengan keputusan pejabat
yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana
tercslmtum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Dalam kepytusan hukL}man disiplin pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS, harus disebutkan pelanggaran
;}151;)11!‘1 yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

NS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak

atas permintaan sendiri sebagaj iberi
. gal PNS, diberikan hak-hak i
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “CPogRmsian
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4) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin bet

‘upa pembebasan dari jabatan,
atu jabatan setelah PNS yang

baru dapat diangkat kembali dalam su 1 dibebaskan dari
4 " .l » (=
bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun sctelah ¢

: : 1 cukup untuk
jabatannya. Dalam walktu 1 (satu) tahun, dlﬂﬂggﬂpl_SL'daql . ataLI: belum
menilai apakah yang bersangkutan sudah dapat dipercay

untuk menduduki sesuatu jabatan lain.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS_ T —
1) Jenis hukuman disiplin berupa pcmbcrhcntmn tidak g

i berwenang
sebagai PNS ditetapkan dengan keputusan chabat f’i:r;%ltum SETEm
menghukum, dibuat menurut contoh 'scbagam}an}ilk r(;dari Durabifan
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisanka

Gubernur ini.
2) Dalam keputusan hukuman disiplin pember

sebagai PNS harus disebutkan pelanggaran

PNS yang bersangkutan. . .
3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai PNS, tidak diberikan hak pensiun.

hentian tidak dengan hormat
disiplin yang dilakukan oleh

Bagian Keempat
Penyampaian Hukuman Disiplin
Pasal 13
Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapka
yang berwenang menghukum,
Pada prinsipnya penyampaian keputusan hukum
sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum.

PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk h
keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup
oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk,
kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada
pejabat instansi terkait.
Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya
diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan
;(?rta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait
imaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh Iebih i
bersanglautan. rendah dari PNS yang
Apabila tempat keduduka '
NS, pdi' o n pejabat yang berwenang menghukum dan tempat
betwe g Ja;: i hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang
nang menghukum da i ; .
keputusan hukuman disi PIJiErlit Itnem-anUk peiints a8 unfulc by el
atau jabatannya tidak lebih erszbut’ dengan ketentuan bahwa pangkat
disiplin. rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman
Penyampaian keputusan h
ukuman disiplin dil :

(empat bel P plin dilakukan paling lambat

P as) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. = H

n dengan keputusan pejabat
an disiplin dilakukan

adir menerima
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Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman.dlslpl”f
dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui
dan tercatat di instansinya. .
Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disan.]pmkar}
kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instansi
Induknya.

BAB VI

HUKUMAN DISIPLIN YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 14

Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif yaitu:

a.
b.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden. o
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK, berupa jenis hukuman disiplin:
teguran lisan;

teguran tertulis;

pernyataan tidak puas secara tertulis;

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,;

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat Iebih rendah;

dan
9. pembebasan dari jabatan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah,
berupa jenis hukuman disiplin berat, yaitu:
1. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat Iebih rendah;
dan
2. pembebasan dari jabatan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum, berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

NG E LN

BAB VII
HUKUMAN DISIPLIN YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF
Pasal 15

Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif yaitu :

a.

Hukumf'm disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah yang dijatuhkan
?lel:n Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah, untuk
Jenis hukuman disiplin sedang berupa: |

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
Hukuman disiplin yang dapat di

dijatuhkan oleh PPK dan Guber
hukuman disiplin berat berupa:

ajukan banding administratif adalah yang
nur sebagai wakil pemerintah untuk jenis
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1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagal

PNS;
2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA ATASAN PEJABAT YANG
BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 16
Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum dengan memuat alasan keberatan dan ten?busannya
disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang
membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja.
Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima
keputusan hukuman disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat

belas) hari kalender tidak dapat diterima. _
Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan surat

keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya,
harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang
bersangkutan.
Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung
mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan
atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan, dalam jangka
waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal
atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan.
Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pejabat yang berwenang
menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut, maka
atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan
berdasarkan data yang ada.
Agar lebih obyektif dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman
disiplin, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil
dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum,
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap
perlu.
Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan
berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang
menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau
membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang menghukum.
E?;%;;ii?diiﬂnga;{mn, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin,
dibuat mcnum%aélongt:lmian atasan pejabat yang bcrwcnang‘ menghukum,
oeloribe fion Bkl i:r a-galkrlr]rl(ana texl'cantum dalam Lampl-ra.n XIX yang
Keputusan tersebut bersifatpilliz | dan dari Pf:raturan Gu_bemur ini.
dan mengikat adalah terhada an mengikat. Yang dimaksud dengan final
p keputusan peringanan, pemberatan, atau

embatalan C e e ..
E;w nnnnn hnhul{uman disiplin tidak dapat diajukan keberatan dan wajib
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(11) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat
yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan
tersebut, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi
hukum.
KFDUtusan pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum
diberitahukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit
kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV dan ditujukan kepada PNS
yang dijatuhi hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(13) Tembusan surat pemberitahuan disampaikan kepada:

a. atasan pejabat yang berwenang menghukum;
b. pejabat yang berwenang menghukum; dan
c. pejabat lain yang terkait.

(14) Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat yang membidangi
kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang berwenang
menghukum tentang keberatan atas hukuman disiplin.

(15) Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil
keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua
puluh satu) hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan
perundang-undangan setelah dilakukan pemeriksaan.

(12)

BAB IX
BANDING ADMINISTRATIF KEPADA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Pasal 17

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan
Gubernur berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian.

(2) PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap
dibayarkan sepanjang PNS yang bersangkutan tetap masuk kerja dan
melaksanakan tugas.

(3) Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, PNS yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tecantum dalam
Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(4) Penentuan dapat atau tidaknya PNS tersebut masuk kerja dan
melaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan
dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja,
yang ditetapkan dengan keputusan dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(5) PPK dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di
lingkungannya untuk menetapkan keputusan dapat atau tidaknya PNS
tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas.

(6) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap masuk kerja
dan melaksanakan tugas, apabila melakukan pelanggaran terhadap
kewajiban dan larangan yang dapat dikenakan hukuman disiplin, maka PPK
membatalkan keputusan tentang izin masuk kerja dan melaksanakan tugas
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bag1_ PNS yang sedang melakukan banding administratil ke Badan
Pertlmbangan Kepegawaian, kemudian diikuti dengan penghentian
pPembayaran gaji.

Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya dihentikan
terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan

hukuman disiplin diterima. ;
PNS yang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan
pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyal
kekuatan hukum tetap.

BAB X
BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 18

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :

(2)

a. Presiden;
b. PPK, untuk jenis hukuman disiplin berupa :
teguran lisan;
teguran tertulis;
pernyataan tidak puas secara tertulis;
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah; dan
9. pembebasan dari jabatan.
c. Gubernur selaku wakil pemerintah, untuk jenis hukuman disiplin
berupa:
1. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah; dan
2. pembebasan dari jabatan.
d. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin
berupa :
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
mulai beriaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :
a. Pejabat struktural eselon I sampai dengan eselon IV atau pejabat yang
setara berupa :
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
b. Pejabat struktural eselon Il yang atasan langsungnya PPK atau pejabat
struktural eselon I yang bukan PPK berupa penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu) tahun,
mulai berlaku pada :

1. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima

DN LN -
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apabila tidak diajukan keberatan; dan

2. tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan, apabila diajukan
keberatan.

3 .
3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK atau Gubernur selaku wakil

pemerintah berupa :
a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS; dan

b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mulai berlaku pada :

1. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima
apabila tidak diajukan banding administratif; dan

2. tanggal ditetapkan keputusan atas banding administratif, apabila
diajukan banding administratif.

(4) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu

penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka berlaku pada hari ke 15
(lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan
hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin
Pasal 19

Kewajiban menjalani hukuman disiplin dapat terhapus apabila :

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat
sedang menjalani hukuman disiplin:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan

d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS.

PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas
keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai
batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin
berupa pemberhentian tidak dengan hormat maka keputusan
pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi
keputusan pemberhentian dengan hormat.

Bagian Ketiga
Hak-Hak Kepegawaian’
Pasal 20

PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas
keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak



(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
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kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai

batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak

kcpcgawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas

b?nding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan
ditetapkannya keputusan banding administratif.

BAB XI
PENDOKUMENTASIAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 21

Untuk tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian ~ wajib
mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di
lingkungannya.

Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam kartu
hukuman disiplin PNS, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Apabila seorang PNS pindah instansi, maka kartu hukuman disiplin PNS
dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.
Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan
penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat Iebih rendah,
terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya.
PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan
pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan
pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak
dapat disetujui untuk pindah instansi.
PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan
pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan
l;;réaikan gajiibcrkala dan kenaikan pangkatnya.
yang sedang menjalani isipli

;l{isipllin, fiijatuhigh et I_!n annél i:ililjllciléfnan disiplin dan melakukan pelanggaran

asil pemeriksaan pihak berwajib dan u '
scbaggi bahan untuk mclakukajn pemlzeril?ssa'-;rnp;;%a‘;iﬁgggizg?zg;ﬁn:c};ﬂ
pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat ke
! pe , putusan, dan bahan lai
yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia. "
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(9) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,

di i -

d}gg;i}:aka}; tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan

i cnt!mn _dcngan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
(10) iberhentikan tidak dengan hormat scbagai Calon PNS.

Apabila PNS: masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban

masuk kerja dan tidak menoati kelentuan jam kerja dan melakukan

pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi
hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap
selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.

Dalam hal PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan

pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani

sebagian dari masa hukuman, apabila yang bersangkutan kemudian dijatuhi
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama

3 (tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman

selama 3 (tiga) tahun ke depan,

(12) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam
kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu
mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang
bersangkutan.

(13) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari atau
lebih didasarkan atas pertimbangan yang obyektil dari PPK.

(11)

BAB XIV
PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 Dasember 2019
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

itd
A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 4919  NOMOR 124



LAMPIRANI  PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT
HOMOR : 123 twiian 2919
TANGGAL @ 19 Deeentex 201¢

Contoh Surat Panggilan
RAHASIA
SURAT PANGGILAN 1/11 *)
NOMOR ¢ cicnserasnas

1. Bersama Ini diminta dengan hormat kehadiran saudara/i :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan P
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada ;

Nama
NIP
Pangkat s
Jabatan $

pada

Hari
Tanggal
Jam
Tempat

untuk dipenksafdfmintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin

LR L L L L N PR TN I t

2. Demikian untuk dilaksanakan

Atasan langsung/Ketua Tim pemeriksa®)

"AMA SatsasmEsdiREERldS IR RRI RS G B AR
HIP. .....

Tembusan Yth:

Vi ot e e e e

z. BERNEEEE S PERE ISR BESE BER RN L ST L LT LTIy

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

GUBERNHUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN 11 PERATURAN GUBERHUR

KALIMANTAN BARAT
NOMOR + 123 PAHUN zulYy
TANGGAL  : 19 Desaalar 2077

Contoh Surat Perintah
Untuk Melakukan Pemeriksaan
RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat e s ——————
Jabatan : e

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin **)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

PPK/Gubernur A
Nama !
NIP:

Tembusan Yth ;

1 —

) .

‘) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

‘GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

tid
SUTARMIDJI



LAMPIRAN 1l PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR ~ © 123 TAHUN 2u1)
TANGGAL ¢ 19 Dusuilun 2013

Contoh Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..vveeinnes , tanggal .......bulan.......eeennis tahun............ saya/Tim Pemeriksa :

1. Nama i
NIP
Pangkat : —

........

Jabatan S atestesseseptastrnep s air e bR RS I R b e etnstss

2, Nama :
NIP S
Pangkat S e e s TS

Jabatan

3. dst,

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) ....ceevieniiinnieicninnieniinn kami
telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama
NIP
Pangkat

...........

Jabatan

Unit Kerja

......

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
angka......... huruf........... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,

1. Pertanyaan:

1. Jawaban:




/

2. Pertanyaan:

L L NSNS TS NI T

e L] AL R AR R R RN} LA R RN R R TN NN
LR R R Y] ll.lll‘lll.i lllllllll R N N T N AR N ] LR RY )
2. Jawaban :
Tansnasw LR Y R R R AR R R I I mm
AR R Y NN YRR R i) AR IR R R RN AN Y] LA A R R R RN Y]

3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa : Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa®) :
Nama : 1. Nama
NIP : NIP
Tanda tangan : Tanda tangan
2, Nama
NIP :

Tanda tangan

3. Nama
NIP
Tanda Tangan

‘)  Coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI



LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT
HOMOR 123 el N
TANGGAL : 1) 2352433 )1

Contoh Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disfplin

Kepada
Yth.

di

LT e T T T

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari

wererotanggal.......bulan.......tahun , saya/Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan
terhadap :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin

kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenanngan **), Sehubungan

dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan
untuk digunakan sebagai bahan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan,

Demikian disampalkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaporkan (Atasan Langsung)

NAMA oo

S eead R R RS S s a i pr s S A b b
—
Nlp.

Tembusan, Yth:
| PR .

2. dan seterusnya.
*} Coret yang tidak perlu.
**] isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRANV  PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR ¢ 123 mAHUN 2019
TANGGAL : 19 DESEMBAL 2019

Contoh Pembentukan Tim Pemeriksa
RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ...uwiee NIPs viinreese
pangkat .......co... JAbAtAN corirevereens maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka
perlu dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
a. atasan langsung
Nama
NIP

Pangkat
Jabatan

b. unsur pengawasan
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

C. unsur kepegawaian
Nama R
NIP
Pangkat
Jabatan

------

d. pejabat yang ditunjuk
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

--------

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NIP

Tembusan Yth :
1.
2.
*)  Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERHUR
KALIMENTAN BARAT

HOMOR ¢ 125 PaEIH 217
TANGGAL s 19 DESBBL 245
Contoh Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan
RAHASIA
KEPUTUSAN . ‘)
HOMOR ..vvvevines
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IMAHA ESA,
)
Membaca : 1. Laporan dari ........ tangzgal ........... tentang pelangzaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr. NIP. . Pangkat ............ #
Lo s siiisee 5
Menimbang . bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ............. ., atas dugaan
pelanggaran disiplin terhadap Pasal ...... angka ...... huruf ...... yang ancaman

hukumannya berupa hukuman disiplin berat, perlu menetapkan keputusan
tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 382, Tambahan
Lembaran Negara Repubtlik Indonesia Homor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Hegara Republik Indonesia Homor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian MNegara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegaai Megeri Sipil;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU . Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
Nama D nsessesessssessersasresnsasronce
NIP § e e s
Pangkat $ sssinissnsesssesasersansnsrases
Jabatan Y e
Unit Kerja D sessssressiisiiissensansrarenss
terhitung mulai tanggal ... sampai ditetapkannya keputusan hukuman

disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ...... angka ..... huruf ...... Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010.



KEDUA +  Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana

tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. ..., tersebut tetap

diberikan hak-hak kepegawafannya sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT * Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di .....cowsmeesrsesssenas
pada tanggal ..ocecmmsemssersssnses
Atasan langsung
‘)
NAMA ...,
NIP.
Diterima tanggal ......ccverereerversenrens
NAMA ....ccoevnneee.
NIP.
Tembusan Yth:
1. . :

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR:KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI




LAMPIRAN VIl PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT
NOMOR + 123 TAHUN 2919
TANGGAL : 19 DESEMBER 2019

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

.........................................................................

Laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr............ NIP. wceeevevnnn. , pangkat ;

................................................................................................

bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara .................. telah
melakukan perbuatan berupa

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ...... angka
....... . huruf ......., Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

-------------------------------------------------------------------------------------------

bahwa untuk menegakkan  disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); '

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan, kepada :

Nama

NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

--------------------------------------------------



KEDUA
KETIGA

Tembuéan Yth :

karena yang bersangkutan pada tanggal.......cceoerevenerennns telah melakukan

perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

w N
. .

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI



LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 123 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 DassMBit 2073

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN SSE SRR ERs 0583 SRS SR eSS SR SRR S S S SN RRSRUSSST s SS A 505 “)

NOMOR ..erterrctnrtrcrscssissssessessssssarsssasesssssssssssssasssssssssssss

............................................................ *)
Laporan dar ... tanggal ....cccooeeenne tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr.......ccceerervurnne NIP. .......... , pangkat ............... ;
Hasil pemeriksaan tanggal .......cccviiiiriiiiieiiniiiiirrenereeneeneenennenens ;
bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara ................c........
telah melakukan perbuatan berupa ........ccoceiieiiiiiiiiiiiiiiii e K
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal .......
angka ...... huruf ......... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis, kepada :

Nama R S
NIP b onine s s snsiesienis dn e v e o & v E N s S AT Ha
Pangkat b ones se sstenmnossslbion nonssnids s snmaiin s s viis npasms
Jabatan e e reeeas

Unit Kerja S orete 5 6 50505 w0 405 0 85 9SSl 6 0§ lmen 0 0 ibie S T e T o




KEDUA
KETIGA

Tembusan Yth :

karena yang bersangkutan pada tanggal
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal

........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.........................................

------------------------------------------

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

el

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




KEDUA
KETIGA

Tembusan Yth :

karena yang bersangkutan pada tanggal
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal

........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.........................................

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI




LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 123 TAEUN 2019
TANGGAL : 19 DESEMBER 2019

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

....... 7)
1. Laporan dari ..., tanggal ......cc....... tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr........................ NIP. coeeeeen... , pangkat ............... ;
L o hin AT o Ton 8 537 o VTSGR, e 0 . i85 o OB DR i S oin o e = i gl ;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .......o.vueiieininiii e ;
a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara ...............ceeuune...
telah melakukan perbuatan berupa ..........c.ceeveveveveveieveeeieiiiiieienennes. ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ...
angka ......... huruf ......... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;
€5 < ST, 00 ST ISEITS & cinie m TIET 1n e Sass S a8l s e m lvial STl o o o sle o 0 n i Brerhi o' o 0 S B0 0 0 0 ;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomcr 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis,
kepada :

Nama P rsesmesesassenssensdiansancsennsinenassaine sesvsnes

NIP 3 rlsinie s enisise e ST e AT IS SHSARIe SRR TS e v snlenn

Pangkat & 1618 STOTTST el « & b o 815/ 515 e g s Ele a6 il a5 s 46 STTGTATS S

Jabatan P serseshtiietnencesesasassararasssusntesesrsnenne

Unit Kerja o ks o sisiisisisisleie’ a8 sien i wi6is:s SToTs B8 4 SIS A EI0 e male e min iy




karena yang bersangkutan pada tanggal

........................ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

-----------------------

-----------------------------------------

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

w N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 123 7TAZUR 2219
TANGGAL : 13 De&s<issx 2019

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

............................................................ *)
1. Laporan dari ..., tanggal .....ccceeueee tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr......c.coveeeueas NIP. vovereevvenenee , PANgKat coeevvennenannn. y
72 T ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ................. NIP-sssonssosssmnmne ssmeess
Pangkat .......ccoeeiiinninnns 11112t | DO PR 2
a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara ......cecceeceeceeeeeeecennananss
telah melakukan perbuatan berupa ........oeeeeeiuiniiiiieeeiiiiiiiiiiieeenenens i
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ...
angka .......... huruf ......... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;
€] e s T un s are ST e o S5 o Ble s PRSI S Te STele SIS Sl e et ls leleielee Sllsleis s iieimin i ;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama
1 (satu) Tahun, kepada :

Nama UL L ¢ v 6056 0 0 STl 0, 6 i STETOTES SSTSTOTETA VTS S8 STORTATSTS
NIP TBe b ievuse nr e nugd% E s s b SE e b e 8 Suhe 00 uih
Pangkat R lm TS STORTAT o s T3S v o JTSTHIETNS § SR binis wssjalnin su'e
Jabatan By e s tnesansagossninsonnanseispenaassns st srasenns

Unit Kerja H .0 vninint s o0 s v o SToEEHEIE S oTe RSN § S0 NIRRT v D oo




karena yang bersangkutan pada tanggal

........................ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

-----------------------

-----------------------------------------

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

w N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN XI  PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT
NOMOR  : 127 TAHUN 2913

TANGGAL : 19 D=5z BER 219

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

KEPUTUSAN .... i)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

")
1. Laporan dari ......ceseeeneee. tanggal .....cccoueueu.. tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr......ccccovvevreeeeee. NIP. woeeeeeeeeeneee , paANgkat coeeeeevvneennnnn s
Do v i i e e R e« alE ¢ STTUER e s 4 2w P Rle 0 e S SUEB[al0Ts 0 # B w e S e S n 61000 bisizaBe s 550 e Sinie » SOIE 5
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ................. NIRz = emmo s

Pangkat ......cceevvnennanennn. tanggal

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara ...............c.........
telah melakukan perbuatan berupa ......eeeeeneiiniiiieiiiieieeeiveeeaeeaes i

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ...........
angka ......... huruf ......... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

C.

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1
(satu) Tahun, kepada :

Nama

NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

...................................................

...................................................

..................................................

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------



karena yang bersangkutan pada tanggal

........................ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

-----------------------

-----------------------------------------

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

w N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT
NOMOR . 123 Tahun 2019
TANGGAL : 19 Desember 2619

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 1 (satu) Tahun

RAHAS!A
KEPUTUSAN outitiienniieetiiensiinsinsiniesnsssssssenssssssssssssessssasessasescas *)
(07,70 2 PR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
........... *)

Membaca ;1. Laporan dar ..., tanggal ....ccoeennee tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr.......cccovuveerenees NIP. weeeeeeeeenn , pangkat coooeeennnen. ;

y E R L R SRR C A ;

3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ................. NIPurteeiieeiinreeiiaeeens

Pangkat .....ceevvniiinnnnnnn. 1 11{ - | DO 3
Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara .........................

telah melakukan perbuatan berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ............
angka ......... huruf ......... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan

Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih
Rendah Selama 1 (satu) Tahun, kepada :
Nama L P
BUP"  iiin oo sigsishs s e o s 4 S i e o e s SNIES
Pangkat = .iieieseeisinenesorennethatesnesssibuiirusavies
Jabatan

..................................................

Unit Kerja

..................................................



karena yang bersangkutan pada tanggal

........................ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

-----------------------

-----------------------------------------

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

w N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR
TANGGAL

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selama 3 (tiga) Tahun

:123 Taznun 2219
-19 Desember 2019

RAHASIA
KEPUTUSAN eeericereenrestismssenmsessemsssnsssesssssscsssssasassssssssssssatsmsssssassseasnssssassssasssssscsssses *)
NOMOR et 58t e aoivsiviussionsasssssossassasssssassnsnsasasensroososnsasnarans
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
............................................................ ")

Membaca : 1. Laporan dari ... oo tanggal .oecnreennee tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr........coeveerenes NIP. vevereevvenen , pangkat coocvvveneennnns 5

7 2 PP PP PPN ;

3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ................. NIP..insencsossasmsseosinnnss

Pangkat .....ccevveviiinnnnnn. 1 Lg 1<t | DS ;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara
telah melakukan perbuatan berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal

.............................

------------------------

angka ... huruf ......... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

.........................................................................

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang

setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga)

Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, kepada :
Nama :

NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih




karena yang bersangkutan pada tanggal

........................ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

-----------------------

-----------------------------------------

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

w N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR

KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 123 Tahun 29515

TANGGAL  : 19 Desember 2019

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA
KEPUTUSAN ........... . 5l NN R N T 5
NOMOR SsiaTEsa s s asEs
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
............................................................ £)
Membaca 1. Laporan dari ... tanggal ....coceevreenene tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr. . NIP. . Pangkat ............ K
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ................ NIP. . tvereeieeeeenns
Pangkat .......cocevvvinennenn. (€121 = | ;
Menimbang a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara .........ccceeveeennnns
telah melakukan perbuatan berupa .......cccvevveievnviiincniiienennnen. )

Mengingat

Menetapkan
KESATU

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal .........
angka .... huruf ..... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan
Jabatan Setingkat Lebih Rendah.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan
Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :

Nama :

NIP :
Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

.................................

.................................



karena yang bersangkutan pada tanggal

........................ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

-----------------------

-----------------------------------------

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

w N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1123 Tahun 2019
TANGGAL 19 Desembexr 2219

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

RAHASIA

............................................................ *)

1. Laporan dari ... tanggal .....ccoereveens tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr. ......cccoeeeernnenn. NIP. coerereerrnenes Pangkat .......... i

Lo . sercssessisennsionsesessiianssiissein isisieusENe AR R SR SH SRS S nminamentunanatr g nema e csmenas nemsamdgenassnss ;

3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ................ !
Pangkat .......coeevinevnnenn. tanggal...veieeeive i e ;

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara .........ccccvveeneenenns
telah melakukan perbuatan berupa .........cvvvviviiieninerneninnnnenne, ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal .........
angka .... huruf ..... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

o e A T PR ;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan
........... eveernrerninisienan...., kepada :

---------------------------------

.................................

Pangkat
Unit Kerja

---------------------------------

.................................



karena yang bersangkutan pada tanggal

........................ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

-----------------------

-----------------------------------------

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

w N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR

KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 123 Tahun 2019
TANGGAL : 19 Desember 2619

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

RAHASIA
KEPUTUSAN suussrseunsssssossecissetiiliseonsssisssisisisssnesssvsossessissssesisionssidasssssss hsssnssssssssrssssssassss *)
NOMOR evrerrreeriieiescsesserssess s ssssss s ssssnsessssassssasssassssanes
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
............................................................ *)
Membaca : 1. Laporan dari ... tanggal ....coceeeeerenee tentang pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr. ....cceverrencnes NIP. coeeereveerenne Pangkat ........c... ;
DL i eon e e TSR Toa e R enssne e s vesenTh 4 s AT pensnnsoSURO BT soshsanasasnalisEsesonsssonsasscasianas ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ................ NIP. .oieeeeeiieiaaes
Pangkat .......ceoevenennnnnen. (7131211 | SN ;
Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara

telah melakukan perbuatan berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ............
angka ......... huruf ......... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU H Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak
Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :
Nama D Seisiesmassesessenssinsssingis
NIP U
Pangkat i e
Jabatan
Unit Kerja

---------------------------------




karena yang bersangkutan pada tanggal

........................ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

-----------------------

-----------------------------------------

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

w N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN XVI|

Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

PERATURAN GUBERNUR

KALIMANTAN BARAT
NOMOR . 123 Tahyn 2019

TANGGAL : 19 Desember 2019

RAHASIA
KEPUTUSAN ...ovvvversinnn DR 4258390433 RARRRR OSSR AR ")
INOMOR sepssecssiesibftinsssssessssmsnisssssonsibssnssssssassssssnsissssanssnsasissiomariss
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
............................................................ *)
Membaca ¢ 1. Laporan dari ... tanggal eeveeeinnesens tentang pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Sdr. .....ceverrenenne NIP. coreerenenes Pangkat ............ ;
2. see TunsdiusssusuonsiieitensBiossiinsnsusTensaatuavasioiioesndsitanse it ansnnssnssiisonssso ReTiHn s sedsarie bt FTRTTERIE ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ................ NIP-.... cesseenmeensae
Pangkat ......coceviiiiiininens tanggal...ccvvivriiiiiiiiiiii p
Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara ........cc...ccoeens telah
melakukan perbuatan berupa .....ocvovviiiiiiiiiniiiiiii i
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal .........
angka ......... huruf ......... , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;
Ci  GERBENSSRLSAINS SRS § 5 5F S S 6 w58 S5168 508 S8 SNBSS 61 Ve TSRSl e v 5y 0’ o 05ln ;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEQATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
: Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :
Nama U s,
NIP D e
Pangkat :
Jabatan

Unit Kerja

--------------------------------

.................................




karena yang bersangkutan pada tanggal

........................ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ........ angka ...... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .
Pada tanggal

-----------------------

-----------------------------------------

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
up. Sekretaris Daerah sebagai laporan;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

w N

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR 123 TAEUN 2019
TANGGAL * 19 DsSAMBAR 2079

Contoh Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.

di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama : e rinin s A S SRS SRS S SRR A s s R b e S

| ] UL P U

Pangkat S eesstesstransrsraarennannyrnay e dtinisENis SRR SRGR AR E RN n e TSRy annan e

Jabatan L eeeitessesnssnssanstnninseaetanTeiesEresrsTeRetettotioacestasatataesenseunsenre

pada

Hari D essmasetemseraETEESETSESs AT e aanabnadsaaetsssesatstBsEsEssbestotsteesER

Tanggal T eettestsenssEsEerEEsET T T IesTatTTUSERIEERERsPesSRRIORROOteseNabE et berIsNaS

Jam & aesesssansnssiiranseseaiiiiagantansannsnsanusssrasrasssnsonssnteansnnnnsonsesns

Tempat . reseeteccnmesrrersestittstttitattttsannnttnnurETrrreeseasneenaetnnasssaatttanans

untuk menerima Keputusan .......ccoceervencescenns Nomor ............. tanggal ciicevrenrenierennanans
tentang penjatuhan hukuman disiplin....ccccceieeeriininiinini s

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

" Tembusan Yth:
1. llllllll IXEERNERRERRT X NN ] CIPPIRIN PPN NN NI RERGRSRNERRERES

2. Pejabat yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

SUTARMIDJI



LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR

KALIMANTAN BARAT
NOMOR  : 123 Tahun 2619

TANGGAL : 19 Desember 2015

Contoh Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin |
RAHASIA
KEPUTUSAN wovvcossscscmmrnnsssssssisssssssssssssssssesssssssessasssssossssssssssssssssssssssessssssssssussasssonss “)
NOMOR covvvtrsnsrimnnnsssssssssasssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss

............................................................ *)

Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr. .....ccveuneee. NIP. worerrrerinens Pangkat

............ , Jabatan ..veveeieenenenerennensy £ANGGAL ittt 1

2. Surat Tanggapan Sdr. ...l NIP . teeiiiieceinennn, Pangkat
....................... Jabatan ............ tanggal................... sebagai
Pejabat yang berwenang menghukum ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan ............ccceeennene. Nomor .......c.......
tanggal ......coceeennnn SAr. e NIP  criiiiieiieeeeens
pangkat ...ccvvviiriieiiiinennns Jabatan ................. telah dijatuhi hukuman
disiplin berupa .....cccoeveviiiniiinininiennnn, ;

b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan
yang diajukan oleh Sdr. ........cceviivnennne. NIP semie.ssmmssmmmnos pangkat
................ Jabatan .................. tanggal .................. dan tanggapan
dari e tanggal.....ccevvvnvecnnnnnn dapat diambil
kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin  kepada Sdr.
......................... sudah sesuai/tidak sesuai **) dengan perbuatan yang
bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;

€ FT54'S 6 55 SETTEREETS o'e s w s o 5 ma s e bnme g 0418 o S5E b nme s on s anenaenesnnesens Sailses sl ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan memperkuat/
memperingan/memperberat/membatalkan  **) hukuman disiplin  Sdr.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Memperkuat/memperingan/memperberat/membatalkan **) hukuman displin
yang dijatuhkan kepada SAr ............cceeeireeerennnn NIP riiiiiiiieeeens
pangkat .....oviiviiiiineinnininn, Jabatan ....coeiiiiiiinnn Unit Kerja
.................. berupa ............. sesuai dengan Keputusan Nomor ...........

tanggal .............. » menjadi hukuman disiplin ...ovveereennnneennen. xis)}




EDUA Keputusan inf mulaf berlaky pada tanggal ditetapkan.

ETIGA
K Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya,
Ditetapkan di
Pada tanggal
)
NAMA
NIP.
Tembusan Yth:
Lt etvereracasesesarnrnrararnrararsietnsnsatbisrensnesasnorernesintsiensaran ;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
4, Kepala Badan Kepegawalan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
*)  Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapak keputusan atas keberatan.
**) Coret yang tidak perlu.
*+) Diisi dalam hal memperingat atau memperberat hukuman disiplin
GUBERNUR:KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI




LAMPIRAN XX  PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR 123 Ul 2019

TANGGAL ¢ 17 Das-ds-in 2013

Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Nomor
Perihal :
’
Kepada
Yth.
di

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor

.............. tentang hukuman disiplin Derupa «.....cueseereneernenaeeees yang saudara
ajukan pada tanggal .......cccceeeeiierennees dan diterima oleh atasan pejabat yang
berwenang menghukum pada tanggal .....cceeees vereess, telah lebih 21 (dua puluh

satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak
menambil keputusan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS, maka Keputusan NOMOr +uvevveeees tentang hukuman disiplin
berupa ........ ..... batal demi hukum.

3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat/PPK;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
4, Atasan pejabat yang berwenang menghukum;

5. Pejabat yang berwenang menghukum;

6. Pejabat yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI




LAMPIRAN XXIl  PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 123 Tahun 2019
TANGGAL ‘19 Desember 2019

Contoh Keputusan Dapat/Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Bagi PNS
Yang Mengajukan Banding Administrasi Ke BAPEK

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

RAHASIA

KEPUTUSAN .ccotimitrincrsssninscncsscmsssnisisssssssssmssssssssssssssssnssssssssasiasssssssssssssssssssssssenss *)
NOMOR vereseesae st

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
%)

1. Surat permohonan untuk dapat tetap melaksanakan tugas yang diajukan oleh

SAr. v NIP. veeveneeee 5 pangkat w.ooeieiiinnes Jabatan
............. tanggal ..oveeneeiniiniiiniinenns;
72 L ) ;
a. Bahwa berdasarkan keputusan ............... NOMOr  vevivrvviinnnns tanggal
............... SAr.  evereveeereeiineeene NIPO ciiiciiiieneeen... pangkat
................ Jabatan .................. telah dijatuhi hukuman disiplin berupa
b. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr. ..............

telah mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Dapat/Tidak Dapat **)
melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Adminitrasi Ke Badan
Pertimbangan Kepegawaian;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegaai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

:Kepada Sdr. ......cceceeenn.nn. NIP .o sanshblins as dapat/tidak dapat **)
melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Admintrasi Ke Badan
Pertimbangan Kepegawaian;

: Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;



: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Padatanggal

‘)
..................

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

4

5

*

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
**)  Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI




LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

NOMOR $ 123 Pahun 2019
TANGGAL : 19 Desember 2019

Contoh Laporan Hasil Pemeriksaan

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

I. PENDAHULUAN

1. Dasar
Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, KeputuSan.........eseimeninnes
[\[o73 o] - R 7111 - | T n— , telah melakukan pemeriksaan
terhiadap. SAF aecmssensssssesenssasvonsessssesss IR s orssusmsssissssmisisrgimssssbisess BotigRasusasa iiommibagimnsines

2. Tujuan

a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan
langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui
benar atau tidak adanya pelanggaran disiplin,
YaitUeeovenveeeeseinnas senenusestennseasiessaenasesssb HHBEESIIIAS sEnsssssERsRIRRENRIBRIEOLESS vassaassasassesussunses

--------------------------------------------------------------------------------- T T T T Y T R T R Y]

b. Untuk mengetahui latarbelakang yang bersangkutan melakukan perbuatan
itu serta faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan sebagai
bahan bagi pejabat dalam mengambil tindakan.

Il. HASIL PEMERIKSAAN

1. Kasus
Q. BAhWA SNttt sttt s ssse st ssass et sessenenssesassnssesssnsnersrnssassos
telah melakukan perbuatanya itU.........c.veresivenssrinsinnnns sensessserennne 5o dissaeBans
b. Bahwa alasan yang bersangkutan melakukan perbuatan itu karena......... ST
c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada, sdr.........c.oemenn essianiiia
............................ terbukti telah MelakuKan......eercesssesessemmesnesssssssssssssssses o




Analisa

a.

®ssevecenoinsrrensnes
Sesevescccennrass
LTI
eee b L LT LT T P Y sssesesacsases 8800ssancsere

.
--oo--'oo;--o.-------q----.-.o‘---.-.---.nnuao
weere

--------- A L L L L Rt Ll
[XTTTYYRY vene
AALLL L L L PR sseseverencen
*reseresectrns 90000 stecseccncsnne ses0ssrsssasccnns sssesesecssance sseesescseccsosre
’ b. verseeens
$900000vsterevnascass Svesessennrstrestsrens CETTYTORY ®ese0cssrenssenscnes .
sevveve Ssss000svrnessace
seserveneinne

®vesssrereccies SeecreceesrnnITerioccatsncssnsrRntrerevsrnue “ssearrssecereessrnsenTseresare ssveersseseee

®etscccsssnreatinstcnes
R P seesesvene essssrsecrnccacsan esescossacena

d¥ s N sesneesrrnreveraretnsonnanoanatanas eossassavesaesess

....... .
....... L T T T P P T P P T PP P PR PP R YT T . .es sssessssesanssencces
------ T T T T T L T R L LT L L R L]
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Sudah/belum berkeluarga dan mempunyai ........ Sassassssagiesisinie anak
Hukuman disiplin sebelumnya yang pernah dijatuhkan berupa .................. .
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3. Adapun pertimbangan yang memberatkan
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c.




 SARAN

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kami sebagai Tim Pemeriksa
menyarankan agar sdr ..dijatuhi hukuman disiplin

berdasarkan Pasal .angka .....Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010, yaitu
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V. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Pejabat Pemeriksa,

Nama
|\ | o

GUBERNUR'KALIMANTAN BARAT,

ttd
SUTARMIDJI



